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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 
 

 

Tahun Sidang : 2023-2024 
Masa Persidangan : II 
Rapat  ke- : 7 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/Tanggal           : Selasa, 14 November 2023 
Waktu : 14.20 WIB s.d. Selesai 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Membahas:  

1. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran 
Tahun 2023; 

2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024; dan 
3. Isu-isu Aktual lainnya 

Ketua Rapat : Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) 
didampingi oleh Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. 
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) 

Sekretaris Rapat 
 
Hadir      

: 
 
: 

Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV     
DPR RI) 
A. 20 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.          
(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 

2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris 
Jenderal); 

3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal); 
4. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); 
5. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut.,   

M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem); 

6. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Rehabilitasi Hutan); 

7. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari);  

8. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
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Lingkungan); 
9. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur 

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan);  

10. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim); 

11. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan 
Penyuluh dan Pengembangan SDM); 

12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan); 

13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi 
Gambut dan Mangrove); 

14. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan 
Restorasi Gambut dan Mangrove); 

15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum 
Perhutani);  

16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I); 
dan 

17. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani 
V). 
 
 

I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan 
Mangrove, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, 

dan Direktur Utama PT Inhutani V, membahas Evaluasi dan Monitoring 
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan 
Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 14.20 WIB oleh 
Ketua Rapat, Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan 
rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 s.d. 13 November 
2023, sebesar Rp5.350.791.597.718,00,00 (lima triliun tiga ratus lima 
puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan 
puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 73,80% dari 
Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sebesar Rp7.250.482.751.000,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh 
miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu 
ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar dalam waktu 
2 (dua) bulan dapat dilakukan percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebagaimana 
yang telah direncanakan. 
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2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam melakukan langkah-langkah tegas dan terukur 
kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pengelolaan 
sampah dengan baik, yang menyebabkan terjadinya berbagai 
permasalahan, termasuk terjadinya kebakaran di Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) Sampah. 

 
3. Komisi IV DPR RI mendorong Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Sampah open dumping ditutup dan secara bertahap oleh Pemerintah 
Daerah TPA dialihkan menjadi Pusat Daur Ulang (PDU). 

 
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah 
(baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat 
mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup 
dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi 
(DBH-DR) untuk kegiatan strategis penyelamatan lingkungan dengan 
melakukan inovasi pengelolaan sampah, terutama sampah rumah 
tangga, sehingga dapat sekaligus mendorong peningkatan ekonomi 
sirkular bagi masyarakat. 

 
5. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian 
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan program-program untuk penanganan kebakaran hutan 
dan lahan melalui kegiatan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). 
 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 16.30 WIB. 

 
Menteri Lingkungan Hidup  

dan Kehutanan, 
 

Ttd. 
 

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 
 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Budhy Setiawan 

A-290 
 

 


